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TATATR T A — MvTembengkaknysa subsidi babhain
Ihalkay s minyvalcs (BEMNL) hingzsa lebilh dari Rp SO
Ttrilivtm rmembuat pemerintabh dalamn posisi dile—
mmatis. T.angkah menaiklkan atan rmernahan hargsa
BBMN sarma-—-sarma mmermiliki risilko vang culkup
bhbesar. Pembatasan konsurmsi sekaligsus rmernnmnasti—
Ikarnn pengsuna BEBMW bersubsidil tepat sasarain
dimnilai rmenjadi jalan tengabh untulk MMmermastilkkan
AP BRI tidalk terlalu terbebani damn rmmenjasa intlasi
terlkendali.

W aldil Ketua Komiisi WIT IDPR RT Fdds Soepranr—
o rmenilai kenaikan hharga BEBMW pasti alkkan rme—
ningkatlkan inflasi damn bisa yrmenghambat pertuarn—
huhamn ekonmnorrmni. IWienurut dia, ada beberapa
poelkeriaan rurmah yangeg haras dilaksanalkan secara
bhersaméma—-sarna damn beririnsan. Salalbh satuvnsysa
dengan merndorons pertabahan Perpres 191 TTahhan
Dol tTentangzs Penvediaan, Pendistribusian, Flarz=sa
TJual FEoeceran Bahan Balkar Wiins ala.

TRewisi Perpres 191,201 agartr ada pPDas ity s
Ihuvlkuiyy untulk I mengsatur para pilhwals vyvangs berlhials
meneritna BB  bersubsidil dan permberian sanksi
Ihraszi vangs melangsarmnyva,. kata dia saat dibhabaangsi
FReprreHiifer, AThad (14,53

Fdds» rmenilail perlu ada permbatasan terbhadap
Ikomnsuurmelrnn BEBNM subsidi. misalnsa mmelaluil kontrrol
pemmbelian volurmme, jenis kendaraan, teknologsi,
dAarmn lainn—lain. Kemuudian, secara strualktuaral perlu
ada perombalkan atas mekanisme permberian
subsidi, dari subsidil produlk ke subsidi oranse.

Presiden Joko Widodo (Jolkowwili) sebeluarmnsa
menyatakanmn bahwvwa anggsaran subsidi energi tahan
ini membengzskals menjadi Rpy so= trilintmn. BWlermnurut
TJOolkowvwi, milai subsidi it sudah terlalu bhbesar dan
proemmerintalh bhbelurmm tentu bhisa menalhan belbhan
tersebut dalam janglka waktu vvang larma.

Tolkowvwi mmengatakan, subsidil energi sebesar
Rp so= trilinnmn digelontorkan permerintah auanmntulc
menahan kenailkamn BEMW jenis Pertalite., gas, dan
listrilk. 'wWienuurut dia., anglka itul sangat besar. IDia
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menyebut anggaran pendapat-
an dan belanja negara (APEN)
belum tentu hisa mempertahan-
kan subsidi kepada masyarakat
dalam jangka waktu yang lama.
Apalagi, harga BBM di banvak
negara telah mencapai dua kali
lipat.

“Tapi, kalau bisa (memper-
tahankan harga BBM subsidi),
va, alhamdulillah, artinva rakyat
tidak terbebani. Tapi, kalau me-
mang APBN tidak kuat, bagai-
mana?” kata Jokowi.

Hingga saat ini, pemerintah
belum kunjung menyelesaikan
revisi Perpres 191 Tahun 2014
vang mengatur kriteria penerima
BBM bersubsidi. Payung hukum
itu menjadi landasan utama un-
tuk bisa tersalurkannya barang
subsidi, vaitu BBM, LPG, bahkan
listrik, kepada masyarakat yang
herhak.

Direktur Eksekutif CORE In-
donesia Muhammad Faisal me-
nilai penyaluran barang subsidi
secara lepal akan mengurangi
beban APBN. “Memang seharus-
nya prinsip subsidi ini kan disa-
lurkan ke tepat sasaran. Perlu
pembatasan agar menghindari
vang tidak layak dapat subsidi
tidak mengonsumsi BEM sub-
sidi," ujar Faisal.

Namun, karena tak kunjung

keluarnya regulasi mengena
pembatasan konsumsi, Faisal
menilai maka jalan terbaik ada-
lah menambah subsidi di APBN,
Menurut dia, penambahan sub-
sidi tak lantas membuat APBN
jebol. Meski secara belanja sub-
sidi membengkak, itu tidak sebe-
rapa jika dibandingkan dengan
windfall profit yang dikantongi
pemerintah dari kenzikan harga
komoditas.

Faisal mencatat, APBN se-
miester satu tahun ini surplus Rp
74 triliun. Kondisi itu masih
lebih haik dari kondisi tahun lalu
vang defisit Rp 270 triliun.
Tahun ini, target defisit APBN
sebesar 4,85 persen. Namup,
dengan kondisi kenaikan harga
komoditas vang menambah
windfall profit, defisit APBN
diturunkan jadi 3,9 persen.

“APBN jauh lebih baik kon-
disinva saal ini dibandingkan
tahun lalu. Kalau kemudian ada
opsi menambah kuota subsidi
maka beban belanja subsidi akan
bertambah, BBM khususnya.
Tapi, ini tidak lantas membuat
APBN defisitnya  melewali
target,” war Faisal,

Faisal menilai langkah me-
naikkan harga BBM, khususnya
Pertalite atau Pertamax sekali-
pun, malah akan memperburuk

pertumbuhan ekonomi. Sebab,
kenaikan harga BBM akan ber-
dampak langsung pada inflasi.

“Saat ini target inflasi kita
antara 4-5 persen. Tapi, jika har-
ga BBM naik lagi, bukan tidak
mungkin inflasi bisa naik jadi 6
persen. Harga Pertalite penggu-
naannya luas dan memengaruhi
harga barang lainnya, termasuk
harga pokok,” ujar Faisal.

Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani sebelumnya menga-
takan, kemungkinan anggaran
untuk subsidi dan kompensasi
energisebesar Rp 502,4 triliun
tahun ini-tidak akan cukup.
Pasalnya, kuota volume BEM
vang disubsidi menipis sehingga
memerlukan  penambahan
kuota,

“Ini berarti akan ada tam-
bahan di atas Rp 502 triliun vang
sudah kita sampaikan, belum
lagi harga minyak dunia yang
masih belum stabil,” ujar Sri
Mulyani.

Kondisi kenaikan heban sub-
sidi i akhirnya direspons oleh
pemerintah dengan membuka
opsi kenaikan harga jual BBM,
Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Bahlil Lahadalia mem-
bertkan sinyal akan ada kenatk-
an harga BEM dalam waktu
dekat.

“Jadi, tolong teman-teman
sampaikan juga kepada rakyat

bahwa rasa-rasanva sth untuk
menahan terus dengan harga
BBM seperti sekarang, feeling
saya, harus kita siap-siap kalau,
katakanlah, kenaikan BBM itu
terjadi,” ujar Bahlil.

Anggota Komisi XI DPR RI,
Hendrawan Supratikno, melihat
ada tiga kekhawatiran jika BEM
dinaikkan. Pertama, kata dia,
kenaikan harga BEM pasti akan
memukul daya beli masyarakat
vang selama ini sudah tergerus
selama pandemi. Kekhawatiran
kedua, efek berantai terhadap
kenaikan hiaya produksi.

Ketiga, kata Hendrawan,
kenatkan harga dikhawatirkan
dapat mengguncang stabilitas
sosial dan politik. “Ini memang
dilematis. Dinailckan berat, tidak
dinaikkan juga berat,” ujar dia.

Menurut politikus PDIP inj,
subsidi terus membengkak
seiring dengan melebarnva jarak
antara harga pasar dan asumsi
harga di APBN. Sementara itu,
subsidi BBM saat ini letap
dipertahankan untuk menekan
lajuinflasi. Hendrawan berharap
pemerintah tetap bijaksana.
Kalaupun harga dinaikkan, 1a
berpesan agar pemerintah tidak
menaikkan harga terlalu drastis.

“Hanya memang, kita tahu,
subsidi kepada barang sering
salah sasaran karena yang kaya
juga dapat subsidi,” ujar dia.
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